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Dibahas Paralel Dengan RUU Perampasan Aset

RUU KUHAP Cegah Aparat
Selewengkan Kekuasaan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perampasan Aset dan RUU Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara paralel.
Hal tersebut untuk mengantisipasi penyalahgunaan

kekuasaan.

ANGGOTA Komisi 11T DPR
Hinca Panjaitan menilai, ke
kuasaaan yang tidak dikontrol
cenderung disalahgunakan. Ka
renanya, kekuasan penegak
hukum ini pengaturannya harus
tepat di KUHAPR.

“RUU KUHAP itu akan men

jadi landasan hukum bagi aparat

dalam menjalankan aturan peri
hal perampasan aset.” kata ang
gota Fraksi Partai Demakrat itu
dalam keterangannya, Senin
(159/2025).

Hinca mengatakan, RUU
KUHAP akan mengatur sejauh
mana hatasan aparat penegak
hukum menjalankan wewenang
untuk merampas aset koruptor.
Karena itu, perlu ada keseim
bangan antara substansi RUU
Perampasan Aset yang mengacu
RUU KUHAP.

Selanjutnya. kata dia, sub
stansi RUU Perampasan Aset

sehenarnya sudah termuat di ber-
bagai produk legislasi. Sepeni
UU Tindak Pidana Korupsi
{Tipikor) dan ULl Kejaksaan.
“Pasal-pasal itu nantinya akan
disusun kembali dan disatukan
dalam RUL Perampasan Aset,"

jelasnya.

Anggota Komisi 111 DPR
Sarifuddin Sudding menambah
kan, pihaknya tengah mengejar
target untuk merampungkan
dua RUU yang jadi perhatian
masyarakat tabun ini. RUU
KUHAP akan menjadi dasar
bagi penegak hukum dalam
melakukan praktik perampasan
aset nanlinya.

Dia menekankan. akan lebih
baik bila RUL KUHAP ter
lebih dulu dirampungkan ke
mudian baru memhahas RUU
Perampasan Aset. “Sampai saat
ini kita melakukan meaningful
participation dari berhagai ele

men masyarakat, sehingga UU
ini benar-benar kita sempur
nakan," kata Sudding.
Menurutnya, RUU KUHAP
merupakan dasar bagi penegak
hukum dalam melakukan peram
pasan aset sesuai denpan RUU
vang tengah mereka hahas. Hadir
nya KUHAPyang baru diperlukan
untuk mencegah abuse of power.
“Dalam perampasan aset, ada

Hinca Panjaitan

potensi besar memunculkan
abuse of power karena aparat
penegak hukum tidak dibekali
regulasi vang betul-betul mem
pertegas kewenanpan vang di
miliki,” ucapnya.

Menteri Hukum (Menkum)
Supratman Andi Agtas mene
gaskan komitmen politik an
tara Pemerintah dan DPR ter
kait RUL Perampasan Aset.
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Inisiatif RUU Perampasan Aset
kini telah berada di DPR. Jadi,
bersabar sedikit saja soal RUU
Perampasan Aset, yang jelas
komitmen politiknya sudah
satw,” kata Supratman di Jakarta,
Senin (15/9/2025).

Karena merupakan inisiatif
DPR. pembahasan RUU Pe
rampasan Aset akan lebih cepat.
Karena Pemerintah sudah siap,
serta naskahnya pun telah ram
pung. Dia pun tak memperma
salahkan bila RUU Perampasan
Aset akan dibahas DPR setelah
pembahasan RUUKUHAP ram
pung. “Kan RUUKUHAP sudah
tinggal menungpu pengambilan

* keputusan, jadi pasti cepatlah.”

tuturnya.

Sebelumnva, Kemenkum
menyetujui usulan DPR agar
RUU Perampasan Aset masuk
ke dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas
untuk dibahas pada 2025, Ba
dan Legislasi DPR diketahui
mengusulkan tiga RUU, yak
ni Perampasan Aset, Kamar
Dagang Industri, dan Kawasan
Industri untuk masuk Proleanas
Prioritas 2025. mpys
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